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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang  

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah telah disusun dokumen perencanaan pembangunan 

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 

sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku merupakan bagian dari unit kerja 

di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan 

keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, penyusunan 

Renstra Dinas ini difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja 

menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) terdiri dari 

belanja urusan wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 

adalah urusan pilihan. 

Dokumen Renstra OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 

2019 – 2024 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Maluku dan Wakil 

Gubernur Maluku yang termuat dalam RPJMD. Renstra OPD Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Maluku merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1(satu) tahun 

Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam 

penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS).  
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1.2. Landasan Hukum 

Peraturan Perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4849); 

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4949); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5052); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 



4 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi; 

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi; 

23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia; 

24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi 

MalukuTahun 2005-2025;  

28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor … Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024; 
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30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;  

31. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.  

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

Penyusunan dokumen Renstra Dinas ESDM Provinsi Maluku dimaksudkan untuk peningkatan 

kinerja penyelenggaraan bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mewujudkan 

visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah.  

 

Tujuan dari Renstra Dinas ESDM Provinsi Maluku adalah : 

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah bidang energi dan sumber daya 

mineral 

b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya 

pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral. 

c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Maluku.  

  

1.4. Sistematika Penulisan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 



6 
 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Maluku.  

 

Tugas Pokok 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku bertugas membantu Gubernur dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral serta tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. 

 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

d. Pembinaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral 

e. Pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas. 

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya, dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.  

 

Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016, susunan organisasi 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Bidang Energi, membawahi: 

1. Seksi Konservasi Energi 
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2. Seksi Energi Baru dan Terbarukan 

3. Seksi  Pengembangan Energi 

d. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi: 

1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan 

2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan 

3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan 

e. Bidang Mineral dan Batubara, membawahi: 

1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara 

2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara 

3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara 

f. Geologi dan Air Tanah 

1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah 

2. Seksi Konservasi Air Tanah 

3. Seksi Pengusahaan Air Tanah 

g. Kelompok Jabatan Fungsional  

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Maluku Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Maluku, maka uraian tugas jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/publik. 

2. Sekretaris 

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku mempunyai tugas 

menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian 

dan umu, perencanaa, evaluasi dan pelaporan dan keuangan dan asset sesuai ketentuan 

yan berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. 

Unsur Sekretariat terdiri dari: 

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyusun rencana 

kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian 

dan umum.  
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b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan 

mengelola penatausahaan keuangan dan asset di lingkungan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 

Kepala Bidang Geologi dan Air Tahan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 

kebijakan teknis di bidang pemetaan geologi dan air tanah, konservasi air tanah dan 

pengusahaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal.  

Unsur Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah  

Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

dengan unit kerja terkait, mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah 

Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan unit 

kerja terkait, mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah 

Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan 

unit kerja terkait, mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

 

4. Kepala Bidang Mineral dan Batubara 

Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan wilayah izin mineral dan batubara , 

pengusahaan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. 

Unsur Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari:  

a. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Ijin Mineral dan Batubara 
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Seksi pemetaan wilayah izin Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan wilayah ijin 

mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

b. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara 

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengusahaan mineral dan 

batubara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

c. Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara 

Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi, 

dan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

kinerja yang optimal. 

 

5. Kepala Bidang  Energi 

Kepala Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang konservasi energi, energi baru dan terbarukan, serta 

pengembangan energi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. Unsur Bidang Energi terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Konservasi Energi 

Kepala Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konservasi energi sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.   

b. Kepala Seksi Energi Baru dan Terbarukan 

Kepala Seksi Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi baru dan terbarukan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

c. Kepala Seksi Pengembangan Energi 

Kepala Seksi Pengembangan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan energi sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

 

6. Kepala Bidang Ketenagalistrikan 

Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagalistirkan, pengusahaan 

ketenagalistrikan serta pengawasan ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Unsur Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari: 
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a. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan 

Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalisrtikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

b. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan 

Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengusahaan 

ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

c. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan 

Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan 

ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku saat ini didukung oleh 75 orang 

pegawai ASN terdiri dari 56 orang pegawai laki-laki dan 19 orang pegawai perempuan. Rincian 

keadaan pegawai sebagaimana pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3. Selain ASN Dinas ESDM 

Provinsi Maluku juga didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai honorer.  

Tabel 2.1 - Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan/Ruang 

 Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku  
Berdasarkan Golongan/Ruang 

Golongan/ 
Ruang 

Usia (Tahun) / Jenis Kelamin 
<30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 Jumlah 

L P L P L P L P  

IV/e - - - - - - - - - 

IV/d - - - - - - 1 - 1 
IV/c - - - - - - - - - 

IV/b - - - - - - 1 2 3 

IV/a - - - - 1 - 1 - 2 

III/d - - 2 1 3 2 9 1 18 
III/c - - 3 2 7 1 - 1 14 

III/b 1 - 1 1 4 2 4 4 18 

III/a - - 1 - - - 2 - 3 
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II/d - - - 1 4 - 1 - 6 
II/c - - 2 - 1 - 2 - 4 

II/b - 1 - - 3 - - - 4 

II/a - - 1 - 1 - - - 2 
Jumlah 1 1 10 5 24 5 21 8 75 

 

Tabel 2.2 - Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan 

 Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku  
Menurut Pendidikan  

Pendidikan Usia (Tahun) / Jenis Kelamin 

<30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 Jumlah 

L P L P L P L P  
Pasca Sarjana (S-2)         8 

- Magister Sains - - - - 1 - 1 - 2 

- Magister Engineering - - 3 1 - 1 - 1 6 

Sarjana (S-1)         31 

- Teknik Pertambangan - - 1 - 1 - - 2 4 

- Teknik Geologi 1 - 1 2 - - 2 - 6 

- Teknik Elektro - - 1 - - - - - 1 

- Teknik Sipil - - - 1 - - 1 - 2 
- Teknik Industri - - - - 1 - - - 1 

- Teknik Mesin - - - - 4 - - - 4 

- Pertanian - - - - 1 - - - 1 

- Sosial Politik - - - - - - 1 - 1 
- Administrasi Negara - - - - - - 5 - 5 

- Hukum - - - - - - 1 - 1 

- Ekonomi - - - - 2 2 1 - 5 

Diploma (D-3/D-4)         4 
- DIII – Elektro - - 1 - - - - 1 2 

- DIII – Ekonomi - - - 1 - - - - 1 

SLTA - 1 3 - 8 2 7 2 23 
SMK Ekonomi - - - - 1 - - 2 3 

SMK Teknik - - - - 5 - 2 - 7 

Jumlah 1 1 10 5 24 5 21 8 75 

 

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan 

 Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku  
Menurut Jabatan 

Jabatan Usia (Tahun) / Jenis Kelamin 
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<30 31 – 40 41 – 50 51 – 57 Jumlah 
L P L P L P L P  

JPT Pratama - - - - - - 1 - 1 

Administrator - - - - 1 - 2 2 5 
Pengawas - - 3 1 4 3 3 1 15 

JFT - - - - 1 - 1 - 2 

JFU 1 1 7 4 18 2 14 5 52 

Jumlah 1 1 10 5 24 5 21 8 75 
 

 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku memiliki dukungan sarana dan prasarana 

perkantoran yang dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 – Sarana dan Prasarana Pendukung   

No. Jenis Aset Luas / Jumlah 

I Tanah  

 Tanah Rumah Negara Gol. I 384 m2 

 Tanah Rumah Negara Gol. I 4.050 m2 
 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5.896 m2 

   

III Peralatan dan Mesin  

 Kendaraan Roda Empat  2 Unit 
 Kendaraan Roda Dua 1 Unit  

   

II Bangunan  
 Bangunan Kantor Permanen  1.800 m2 

   

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku berdasarkan 

sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku periode 

sebelumnya. Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.5. 
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Tabel 2.6 – Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 

 
Uraian 

 
Anggaran Pada Tahun Ke- 

 
Realisasi Anggaran Pada Tahun 

Ke-  

 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun Ke-  

 
 

Rata-Rata 
Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

437,3
95,00
0,- 

778.8
32.45
0,- 

829.2
68.00
0,- 

926.5
00.00
0,- 

1.337.
024.0
00 

369.6
21.11
4,- 

742.43
6.159,- 

757.66
7.181,- 

872.73
2.138,- 

 84.51% 95.33% 91,37% 94,20%    

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

976,8
19,50
0,- 

1.378.
793.8
50,- 

143.9
10.00
0,- 

80.00
0.000 

50.55
0.000,
- 

957.6
81.50
0,- 

1.373.5
33.350,
- 

134.42
8.904,- 

79.324.
000,- 

 98,04% 99,62% 93,41% 99,16%    

Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

105.0
00.00
0,- 

35.00
0.000,
- 

36.00
0.000,
- 

0 0 100.8
80.00
0,- 

35.000.
000,- 

36.000.
000,- 

0 0 96,08% 100% 100% - -   

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

56.60
0,000,
- 

0 0 0 0 53.68
2.900,
- 

0 0 0 0 94,85% - - - -   

Program Rapat Teknis 
Perencanaan SKPD 

169,5
94,00
0,- 

392.7
17.20
0,- 

325.0
00.00
0,- 

62.25
0.000,
- 

181.5
00.00
0 

151.3
45.50
0,- 

357.32
9.300,- 

249.17
7.500,- 

53.647.
000,- 

 89,24% 90,99% 76,67% 86,18%    

Program Pembinaan 
dan Pengawasan 
Minyak dan Gas Bumi 

343.9
00.00
0 

283.5
59.75
0 

0 0 0 327.2
56.80
0,- 

269.82
0.750,- 

0 0 0 95,16% 95,15% - - -   

Program Pemantauan 
Evaluasi Pengendalian 
Gas Rumah Kaca 
Sektor Energi 

50.67
5.000,
- 

83.07
8.000,
- 

0 0 0 45.02
5.000,
- 

66.391.
000,- 

0 0 0 88,85% 79,31% - - -   

Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Bidang Energi 

0 0 0 11.05
9.722.
000 

1.097.
650.0

00 

0 0 0 10.218.
582.15

0,- 

 0 0 0 92,39%    

Program Pembinaan 
dan Pengawasan 
Bidang Pertambangan 

441.4
63.00
0,- 

874.4
97.00
0,- 

373.9
78.00
0,- 

713.4
12.00
0,- 

401.2
00.00
0,- 

403.3
61.50
0,- 

814.35
7.500,- 

321.57
6.050,- 

683.67
1.800,- 

207.70
5.000,- 

91,37% 93,12% 85,99% 95,83%    
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Program Pengawasan 
dan Penertiban 
Kegiatan Rakyat Yang 
Berpotensi Merusak 
Lingkungan 

101.6
00,00
0,- 

52.36
9.000 

52.36
9.000 

344.0
47.00
0 

43.10
0.000 

89.10
9.600,
- 

47.609.
000,- 

48.252.
550,- 

311.89
1.200,- 

 87,71% 90,91% 92,14% 90,65%    

Program Pembinaan da  
Pengembangan Bidang 
Ketenagalistrikan 

3,721,
490,5
00,- 

1.402.
751.7
50 

5.631.
306.0
00 

946.2
32.00
0 

499.2
35.00
0 

1.328.
141.3
50,- 

3.586.6
94.900,
- 

1.383.4
78.000,
- 

5.479.4
11.600,
- 

898.80
9.700,- 

96,38% 98,63% 97,30% 94,99%    

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya Mineral 

201,0
00,00
0,- 

46.93
5.250 

46.93
5.000 

89.71
7.000 

87.75
0.000 

195.0
77.80
0,- 

42.276.
000,- 

44.153.
750,- 

84.034.
800,- 

 97,05% 90,07% 94,07% 93,67%    

Program 
Pengembangan dan 
Pemanfaatan Air 
Bawah Tanah 

197,40
5,000,- 

698.69
9.000 

220.00
0.000 

214.84
9.000 

100.59
0.000 

194.66
7.000,- 

687.36
7.000,- 

200.01
1.900,- 

208.21
4.100,- 

 98,61% 98,38% 90,91% 96,91%    

Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Daerah Rawan 
Bencana 

162,29
3,000,- 

140.55
6.750 

62.758.
000 

73.334.
000 

81.450.
000 

158.32
4.000,- 

135.18
3.250,- 

58.819.
000,- 

69.455.
800,- 

 97,55% 96,18% 93,72% 94,71%    

Total 6.965.2
35.000 

6.167.7
90.000 

7.721.5
24.000 

14.510.
063.00
0 

3.880.0
49.000,
- 

            

  

  



 
 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral 

dapat diidentifikasi tantangan dan peluang sebagaimana tabel di bawah ini.  

Tabel 2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Tantangan Peluang 

Regulasi sektor Energi dan Sumber Daya 
Mineral masih kurang lengkap terutama 
perda-perda yang belum disertai dengan 
petunjuk teknis pelaksanaannya. 

Banyak potensi panas bumi, air tanah, 
geowisata, sumber daya mineral (logam 
dan non logam), batuan dan batubara  di 
Maluku 

Usaha pertambangan harus dilaksanakan 
dengan teknik pertambangan yang benar 
dan berwawasan lingkungan (good mining 
practice) 

Kebutuhan bahan tambang yang terus 
meningkat, karena bertambahnya jumlah 
penduduk dan meningkatnya 
perekonomian masyarakat. 

Masih banyak pemilik genset yang belum 
mengetahui tentang perizinan  
ketenagalistrikan, terutama di luar kota 
Ambon  

Perijinan ketenagalistrikan dapat dilakukan 
secara online melalui OSS. 

Masih banyak rumah tangga tidak mampu 
membayar biaya penyambungan listrik ke 
PLN, meskipun di lokasi tersebut telah 
tersedia jaringan PLN 

Tersedianya sumber pendanaan lainnya 
untuk membantu melistriki rumah tangga 
tidak mampu.  

Rasio elektrifikasi provinsi Maluku masih 
dibawah rasio elektrifikasi nasional, pada 
akhir tahun 2018 RE Nasional 98,5% 
sedangkan RE Provinsi Maluku Total adalah 
91,10% terdiri dari RE PLN 85,48% dan RE 
Non PLN 5,62%. 

Adanya potensi EBT untuk melistriki rumah 
tangga yang belum terjangkau listrik. 

Kapasitas sumber daya manusia bidang 
ESDM belum maksimal  

Tersedianya tenaga teknis di sektor ESDM 

dan tersedianya pelatihan dan pendidikan 

untuk meningkatkn kapasitas sumber daya 

manusia bagi tenaga teknis sektor ESDM di 

Kementerian ESDM, Badan Pengembangan 

SDM Provinsi Maluku dan Lembaga 

Pendidikan perguruan tinggi. 

Sering terjadi tiba-tiba bencana disektor 

ESDM yang memerlukan penanganan secara 

cepat dan tepat dan penanganan darurat 

kejadian bencana disektor ESDM belum  

maksimal 

 

 

Tersedianya tenaga teknis bidang ESDM. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral di wilayah Provinsi Maluku adalah: 

A. Bidang Geologi dan Air Tanah 

1) Belum tersedianya data dan informasi yang lengkap terkait potensi sumberdaya 

mineral, batuan, batubara, air tanah, daerah rawan bencana geologi, geologi 

lingkungan dan panas bumi. 

2) Belum optimalnya penyebaran data dan informasi geologi dan air tanah 

3) Belum optimalnya inventarisasi dan penyediaan air bersih dari air tanah di 

daerah-daerah yang sulit air di wilayah Provinsi Maluku  

4) Belum optimalnya pengolaan air tanah karena regulasi air tanah belum jelas. 

 

B. Bidang Mineral dan Batubara 

1) Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar tetapi 

belum dimanfaatkan secara optimal; 

2) Banyak potensi mineral dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai 

depositnya secara akurat; 

3) Belum dimanfaatkannya sumber daya mineral secara maksimal; 

4) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan 

kegiatan usaha pertambangan mineral; 

5) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai 

dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar; 

6) Terjadi kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan 

pertambangan tanpa izin (PETI); 

7) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI disebabkan persepsi 

masyarakat terhadap kepemilikan lahan masyarakat.  

 

C. Bidang Ketenagalistrikan 

1) Rasio elektrifikasi Maluku akhir tahun 2018 91,10% dibawah rasio elektrifikasi 

nasional yang telah mencapai 98,5%; 

2) Masih banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya 

penyambungan listrik ke PLN, meskipun di lokasi tersebut telah tersedia 

layanan listrik PLN;  

3) Para pemilik genset banyak yang belum memiliki ijin; 
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4) Belum teridentifikasinya data kebutuhan listrik di Maluku; 

5) Sulitnya koordinasi masalah sektor ESDM antara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota.  

 

D. Bidang Energi 

1) Masih kurangnya data pendukung potensi EBT yang teridentifikasi secara 

lengkap dan detail dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi; 

2) Data Potensi EBT belum termanfaatkan secara optimal; 

3) Bauran energi di Maluku masih didominasi oleh energi fosil (BBM); 

4) Minimnya infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT; 

5) Belum adanya kelembagaan yang memadai di tingkat masyarakat pemakai 

infrastruktur EBT; 

6) Masih rendahnya budaya hemat energi.  

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

3.2.1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2019 – 2024 

Visi pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur 

dan Wakil Gubernur Maluku periode tahun 2019 – 2024 adalah: 

“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, 

TERJAMIN ATAS KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN 

KEPULAUAN” 

 

Penjelasan visi diatas mengandung makna sebagai berikut: 

 

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna: 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan 

hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku. 

 

Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan, bermakna: 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 

beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk 

menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan 

sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku. 

 

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan, memiliki makna: 

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, 

dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.    
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3.2.2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2019 – 2024 

Untuk menuju pencapaian visi di atas, maka misi pembangunan daerah provinsi 

Maluku periode tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

 Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu good 

governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan 

dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang professional, 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsive, kolaboratif, dan 

komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang 

intensif. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru 

maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta 

memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan 

terjangkau secara  merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya 

dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan 

ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan 

secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan 

Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta 

kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi 

Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus 

pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan 

masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.  

c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk 

kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan 

ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya 

alam, dukungan terhadap industry kecil dan menengah, meningkatkan 

ketahanan pangan dan semakin focus dalam upaya percepatan pertumbuhan 

dan pemerataan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan 

lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang. 

d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis 

gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan 

infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan 

Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam 

pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan 

anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi 

pembangunan pendorong stabilitas harga serta mempercepat perpindahan 
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manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan 

pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan 

terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD 

dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.  

e. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 

Misi ke lima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif 

secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan 

saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh 

komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang 

merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai 

multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap 

masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang 

beraneka ragam.   

f. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan 

berprestasi.  

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi 

generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olah raga melalui 

pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olah raga. Disamping itu, misi ini 

juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi 

ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan 

dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorang pun 

ditinggalkan (no one left behind). 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Didalam Draft Rencana Pembangunan Nasional Sektor Energi Tahun 2020 – 2024 yang 

termuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024, sasaran pembangunan 

nasional bidang energi dijabarkan dalam arah kebijakan, Sasaran Pokok dan Indikator 

Utama, serta Program Prioritas yang  menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

3.1. 

 

Tabel 3.1 – Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan Indikator Utama Rencana 

Pembangunan Nasional Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 - 2024 

Arah Kebijakan Sasaran Pokok Indikator Utama 

Peningkatan dan 
Pemerataan Distribusi 
Energi 

Tersedianya akses energi 
yang memadai, adil dan 
merata  

- Konsumsi Listrik Per 
Kapita (KWh) 

- Kapasitas Pembangkit 
Listrik (MW) 
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- Jaringan Gas Rumah 
Tangga (SR)  

- Depo BBM (Unit) 

Trasformasi penyediaan 
energi dari fosil ke EBT 
melalui peningkatan porsi 
EBT dalam bauran energi 
nasional 

Meningkatnya porsi 
bauran energi baru dan 
energi terbarukan dalam 
bauran energi nasional 

- Porsi EBT dalam 
bauran energi nasional 
(Persen) 

Efisiensi dan Konservasi 
Energi  

Meningkatnya efisiensi 
dan konservasi energi   

- Instensitasi Energi 
Primer ( SBM/Miliar 
Rp.) 

Akselerasi peningkatan nilai 
tambah sumber daya 
energi 

Meningkatnya nilai 
tambah sumber daya 
energy 

- DMO Gas untuk 
industry (Persen) 

- DMO Batubara (DMO) 

Peningkatan Cadangan 
Sumber Daya Energi 

Meningkatnya cadangan 
sumber daya energy 

- Cadangan EBT per 
lokasi secara rinci 
(MW)  

- Reserve Replacement 
Ratio (RRR) Migas 
(Persen) 

- Produksi Batubara 
yang dikendalikan 
(Ton) 

  

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor 

energi dan sumber daya mineral. Dengan memperhatikan analisis lingkungan 

eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Maluku dalam lima tahun yaitu tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya informasi hidrogeologi dalam rangka meningkatkan 

investasi di bidang pertambangan dan air tanah. 

Provinsi Maluku memiliki 43 Cekungan Air Tanah dengan luas 16.004 Km2, total 

potensi air tanah bebas 7.110 juta m3/tahun dan air tanah tertekan 130  juta 

m3/tahun 

 

2. Kurangnya data dan informasi daerah rawan bencana geologi. 

 

3. Belum ditetapkannya NSPK dari kementerian ESDM terkait regulasi perijinan 

air tanah melalui Online Single Submission (OSS). 
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4. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam 

meningkatkan nilai tambah  

 

5. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 

 

6. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam 

meningkatkan nilai tambah  

 

7. Rasio elektrifikasi Maluku masih dibawah rasio elektrifikasi nasional  

 

8. Perijinan ketenagalistrikan belum berjalan sebagaimana mestinya 

 

9. Belum tersedianya data kebutuhan tenaga listrik di Maluku 

 

10. Potensi energy terbarukan di Maluku cukup besar, namun pemanfaatannya 

belum optimal 

Provinsi Maluku memiliki potensi energy yang bersumber dari energy 

terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angina, panas bumi, 

biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi potensi tersebut 

sebagai berikut: 

 Potensi energi air terinventarisasi cukup besar dan tersebar di beberapa 

kecamatan dan kabupaten dengan total potensi sebesar 285,65 MW. Potensi 

ini perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini 

untuk kebutuhan listrik masyarakat secara maksimal.  

 Sebagai Negara tropis, hampir di seluruh wilayah di Indonesia mempunyai 

potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m2. 

Untuk provinsi Maluku intensitas energi surya harian rata-rata sebesar 24,6 

KWh/m2 sampai dengan 25,29 KWh/m2 sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan 

menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. 

 Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal 

sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika, secara umum 

kecepatan angin rata-rata 4,81 m/s – 6,52 m/s.  

 Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah 

Waisekat (14 MWe; terduga), Wapsalit –Waeapo (25 MWe; terduga), 

Batabual (25 MWe; spekulatif), Larike (25 MWe: spekulatif), Tawiri (25 MWe; 

spekulatif), Tulehu (100 MWe; terduga), Oma – Haruku (30 MWe; hipotetik), 

Saparua (25 MWe; spekulatif), Nusalaut (25 MWe: spekulatif), Tehoru (35 

MWe: terduga), Bandabaru (21 MWe; terduga), Pohon Batu (50 MWe: 

hipotetik), Kepala Dua (25 MWe; spekulatif), Warmong (30 MWe; spekulatif), 
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Esulit (25 MWe; spekulatif), Lurang (20 MWe; spekulatif), Karbubu (10 MWe; 

Spekulatif) dan Banda Naira (30 MWe; spekulatif.  Lokasi yang telah memiliki 

izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki tahap 

eksplorasi.    

 Potensi energi biogas di Provinsi Maluku dapat diperoleh dari limbah ternak 

yaitu sapi, kerbau maupun unggas. Potensi biogas ini masih dalam tahap 

inventarisasi. 

 

11. Belum optimalnya pengelolaan potensi dan pemanfaatan EBT dalam 

mendukung pembangunan infrastruktur dan bauran energi daerah. 

 

12. Penggunaan energi yang boros.  

 

 

13. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 

 

 

14. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 

Pada periode tahun 2019 – 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 

sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Maluku memiliki kewajiban untuk turut serta 

dalam mewujudkan Visi Pembangunan Maluku 2019 – 2024, yaitu : “MALUKU YANG 

TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN ATAS KESEJAHTERAAN DAN 

BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN”. Untuk mengimplementasikan visi tersebtu, telah 

ditetapkan 6 (enam) misi, dimana 3 diantaranya merupakan misi yang terkait atau sejalan 

yang perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku yaitu 

: Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, Misi 3 : Pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan dan Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas 

gugus pulau. 

Selanjutnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku akan mewujudkan dan 

melaksanakan visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 

tersebut dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah dengan mengacu pada 

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel  4.1 berikut 

ini : 

Tabel 4. 1 – Matriks keterkaitan Antara Misi Kepala Daerah dengan  Tujuan dan Sasaran 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 2019 - 2024  

MISI KEPALA DAERAH TUJUAN SASARAN 

Misi 3 : 
Pengelolaan Sumber 
Daya Alam Yang 
Berkelanjutan. 

Mengoptimalkan pengelolaan 
sumber daya energi dan sumber 
daya mineral yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan 

Meningkatnya kualitas  
data dan informasi 
bidang geologi dan air 
tanah, pertambangan, 
potensi energy 
terbarukan dan 
ketenagalistrikan.   

  Berkurangnya aktivitas 
penambangan tanpa 
izin (PETI) di Maluku 

  Terwujudnya efisiensi 
pemanfaatan energy 

  Meningkatnya kapasitas 
sumber daya manusia 
bidang ESDM.  
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Misi 4: 
Peningkatan 
infrastruktur dan 
konektivitas gugus 
pulau 

Meningkatkan sarana dan prasana 
energi, kelistrikan dan air tanah di 
Maluku  

Terwujudnya pelayanan 
terhadap masyarakat 
dalam urusan air tanah 
pertambangan dan 
ketenagalistrikan. 

  Terwujudnya 
pemanfaatan energi 
terbarukan sebagai 
energy alternative 

  Terwujudnya 
peningkatan rasio 
elektrifikasi 

  Terwujudnya pelayanan 
teknis perijinan air 
tanah,  pertambangan, 
kelistrikan dan energy. 

  

Tabel 4.2 – Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Maluku 2019 - 2024 

No. Tujuan Sasaran Indikator 
Tujuan / 
Sasaran 

Satuan Target Kinerja Tujuan / Sasaran 
Pada Tahun  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Mengoptimalkan 
pengelolaan 
sumber daya 
energi dan 
sumber daya 
mineral yang 
berwawasan 
lingkungan dan  
berkelanjutan. 

Terwujudnya 
pelayanan 
teknis 
perijinan air 
tanah, 
pertambanga
n dan 
ketenagalistrik
an yang baik 
dan benar. 
 

Jumlah 
IUP yang 
dibina 

IUP 5 8 9 9 40 

   Jumlah 
IUP yang 
diawasi 

IUP 12 13 14 13 46 

  Berkurangnya 
aktivitas PETI 
di Maluku 

Jumlah 
PETI yang 
dibina dan 
ditertibka
n 

Lokasi 
PETI yang 
dibina/ 
ditertibka
n 

35 4 8 8 8 

  Terwujudnya 
efisiensi 
pemanfaatan 
energy 

Rasio 
penuruna
n Emisi 
GRK 

Rasio 0.00
68 

0.0068 0.0072 0.00
75 

0.009
1 
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  Meningkatnya 
kualitas data  
dan informasi 
bidang geologi 
dan air tanah 
serta 
pertambanga
n  

Dokumen 
potensi 
sumber 
daya 
mineral  

Dokumen 
(Peta) 

21 22 23 24 25 

   Jumlah 
Peta 
Potensi 
Air Tanah 

 19 20 21 22 23 

  Terwujudnya 
pemanfaatan 
energi 
terbarukan 
sebagai 
energy 
alternative 

Jumlah RT 
pengguna 
listrik EBT 

RT 0 350 365 375 390 

  Meningkatnya 
kapasitas 
sumber daya 
manusia 
bidang ESDM 

Jumlah 
pegawai 
yang 
diDiklat 

orang 0 0 10 10 10 

2 Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 
energy, 
kelistrikan dan 
air tanah di 
Maluku 

Terwujudnya 
peningkatan 
rasio 
elektrifikasi 

Rasio 
Elektrifika
si 

% 95 100 100 100 100 

   Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Sasaran 

RTS 0 150 157 165 174 

  Terwujudnya 
pelayanan 
terhadap 
masyarakat 
dalam urusan 
air tanah, 
pertambanga
n dan 
ketenagalistrik
an. 

Jumlah 
Bantuan 
Sumur Bor 

Sumur Bor 0 0 2 3 4 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi 

5.1.1. Bidang Geologi dan Air Tanah 

Strategi bidang geologi dan air tanah terkait dengan isu geologi dan air 

tanah di Maluku adalah: 

1. Meningkatkan pendataan, pengkajian dan penelitian (penyelidikan) 

potensi geologi; 

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan potensi air tanah dalam 

rangka pengembangan pemanfaatan air tanah; 

 

5.1.2. Bidang Mineral dan Batubara 

Strategi bidang energi terkait dengan isu mineral dan batubara di Maluku 

adalah: 

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan; 

2. Meningkatkan pengawasan dan upaya penertiban kegiatan 

pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. PETI yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan 

 

5.1.3. Bidang Ketenagalistrikan  

Strategi bidang ketenagalistrikan adalah: 

1. Meningkatkan rasio rumah tangga pengguna listrik dengan 

menggunakan dana selain APBD; 

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perijinan 

ketenagalistrikan kepada pemilik genset dan melalui Dinas PTSP 

Kabupaten/Kota; 

3. Pendataan sumber daya kelistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan.  

 

5.1.4. Bidang Energi 

Strategi bidang energi adalah :  

1. Meningkatkan pendataan, pengkajian dan penelitian (pengelolaan) 

data potensi dan pemanfaatan EBT untuk mengembangkan potensi 

energy terbarukan di Maluku. 
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2. Meningkatkan akses listrik dari sumber energi terbarukan bagi 

masyarakat khususnya di daerah pedesaan 
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5.1.5. Kesekretariatan 

Era pelayanan publik dan transparansi menjadi momentum agar setiap 

pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) berbenah diri, melakukan 

perbaikan internal dan eksternal dengan dukungan teknologi diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien. Strategi bagian 

sekretariat adalah : 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

perkantoran sektor ESDM; 

2. Pembinaan pegawai dan sistem administrasi perkantoran; 

3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM. 

 

5.2. Arah Kebijakan  

Arah kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral di Maluku adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyediakan data dan informasi geologi dan air tanah yang lengkap melalui 

kegiatan inventarisasi, penyeldikan, survey dan pemetaan. 

2. Mengoptimalkan penyebaran data dan informasi geologi dan air tanah 

melalui media elektronik, media cetak, dan kegiatan pameran. 

3. Mengoptimalkan inventarisasi dan penyediaan air bersih dari air tanah di 

daerah-daerah yang sulit air di wilayah Provinsi Maluku melalui survey 

geolistrik dan penyediaan sumur bor.  

4. Mengoptimalkan pengolaan air tanah sesuai regulasi air tanah yang berlaku 

melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan air tanah 

5. Meningkatkan akses ketenagalistrikan di Maluku. 

6. Mengoptimalkan inventarisasi dan penyediaan air bersih dari air tanah di 

daerah-daerah yang sulit air di wilayah Provinsi Maluku melalui survey 

geolistrik dan penyediaan sumur bor; 

7. Mengoptimalkan pengolaan air tanah sesuai regulasi air tanah yang berlaku 

melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan air tanah. 

8. Meningkatkan Penerapan good mining practice kepada pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) 

9. Mengoptimalkan pengawasan rutin teknis dan keselamatan pertambangan 

melalui inspektur tambang (IT) 

10. Meningkatkan penyiapan penetapan WIUP mineral logam 

11. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin 

(PETI) yang merusak lingkungan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait. 
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12. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

pengembangan energy terbarukan di Maluku 

13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola 

EBT 

14. Penyambungan listrik gratis untuk rumah tangga tidak mampu 

15. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perizinan ketenagalistrikan dan 

mempercepat proses perijinan ketenagalistrikan. 

16. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik energy 

terbarukan. 

17. Memperkuta kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur energy baru 

terbarukan (EBT). 

18. Mempercepat proses perijinan ketenagalistrikan; 

19. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administrasi 

perkantoran; 

20. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang ESDM dan 

peningkatan sarana dan prasarana.   

Tabel 5.1 dibawah ini menampilkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. 



 
 

Tabel 5.1 – Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  

Visi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024: 
“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin atas Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.” 

Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1.Mengoptimalkan 
pengelolaan sumber daya 
energy dan sumber daya 
mineral dan air tanah  yang 
berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan. 

Meningkatnya kualitas data dan 
informasi bidang geologi, air 
tanah, pertambangan, potensi 
energy terbarukan dan 
ketenagalistrikan.  

1. Meningkatkan pendataan, 
pengkajian dan penelitian 
(penyelidikan) potensi geologi. 

 

 Menyediakan data dan 
informasi geologi dan air tanah 
yang lengkap melalui kegian 
inventarisasi, penyelidikan, 
survey dan pemetaan; 

 Mengoptimalkan penyebaran 
data dan informasi geologi dan 
air tanah melalui media 
elektronik, media cetak dan 
kegiatan pameran;  

 Mengoptimalkan pengelolaan 
air tanah. 

  2. Meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan potensi air tanah 
dalam rangka pengembangan 
pemanfaatan air tanah. 

 

 Mengoptimalkan inventarisasi 
dan penyediaan air bersih dari 
air tanah di daerah-daerah 
yang sulit air di wilayah 
Provinsi Maluku melalui survey 
geolistrik dan penyediaan 
sumur bor; 

 Mengoptimalkan pengolaan air 
tanah sesuai regulasi air tanah 
yang berlaku melalui kegiatan 
sosialisasi, pembinaan dan 
pengawasan air tanah. 
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 2.Peningkatan produktivitas 
pemanfaatan pertambangan 
sumber daya mineral  

3. Meningkatkan pengawasan dan 
pembinaan bidang 
pertambangan 

 Meningkatkan Penerapan good 
mining practice kepada 
pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) 

 Mengoptimalkan pengawasan 
rutin teknis dan keselamatan 
pertambangan melalui 
inspektur tambang (IT) 

 Meningkatkan penyiapan 
penetapan WIUP mineral 
logam 

 
 Berkurangnya aktifitas 

penambangan tanpa izin (PETI) 
di Maluku 

4. Meningkatkan pengawasan dan 
upaya penertiban kegiatan 
pertambangan rakyat yang 
berpotensi merusak lingkungan. 
PETI yang menyebabkan 
kerusakan lingkungan 

 

 Meningkatkan pengawasan 
terhadap kegiatan 
pertambangan tanpa izin (PETI) 
yang merusak lingkungan dan 
meningkatkan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait  

 Meningkatkan pemanfaatan 
energy terbarukan dan 
pencapaian bauran energy di 
Maluku 

5. Meningkatkan pendataan, 
pengkajian dan penelitian 
(pengelolaan) data potensi dan 
pemanfaatan EBT untuk 
mengembangkan potensi energy 
terbarukan di Maluku 

 Meningkatkan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait 
dalam rangka pengembangan 
energy terbarukan di Maluku 

 Meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan terhadap lembaga 
pengelola EBT 

Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
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Meningkatkan sarana dan 
prasarana energy 

1.Meningkatkan rasio rumah 
tangga pengguna listrik  

1.Meningkatkan rasio rumah tangga 
pengguna listrik dengan 
menggunakan dana selain APBD 

 Penyambungan listrik gratis 
untuk rumah tangga tidak 
mampu 

 2.Meningkatkan pembinaan  
masyarakat tentang perijinan 
ketenagalistrikan. 

2.Meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang perijinan 
ketenagalistrikan kepada pemilik 
genset dan melalui Dinas PTSP 
Kabupaten/Kota 

 Meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan perijinan 
ketenagalistrikan.  

 3. Meningkatkan percepatan 
pemanfaatan energi baru 
terbarukan (EBT)  

Meningkatkan akses listrik dari 
sumber energy terbarukan bagi 
masyarakat khususnya di daerah 
pedesaan 

 Mendorong percepatan 
pembangunan pembangkit 
listrik energy terbarukan. 

 Memperkuat kapasitas 
kelembagaan pengelola 
infrastruktur EBT 



 
 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

6.1. Program Penyelidikan Potensi Geologi, dengan kegiatan: 

1. Penyelidikan dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral, Batuan, 

Batubara dan Panas Bumi 

2. Penyelidikan dan Inventarisasi Potensi Daerah Rawan Bencana Geologi 

3. Penyelidikan dan Inventarisasi Potensi Geologi WIsata dan Geologi Lingkungan 

4. Penyebaran Data dan Informasi Potensi Geologi dan Air Tanah 

6.2. Program Penyelidikan, Pembinaan dan Pengawasan Potensi Air Tanah, 

dengan kegiatan: 

1. Penyelidikan dan Inventarisasi serta Pengembangan Potensi Air Tanah 

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah 

3. Penyelidikan dan Pemetaan Konservasi Air Tanah 

6.3. Program Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertambangan, dengan 

kegiatan: 

1. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi 

Pertambangan 

2. Pengawasan Izin Usaha Pertambangan 

6.4. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Kegiatan 

Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan  dengan kegiatan: 

1. Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin 

6.5. Program Pengembangan Energi Terbarukan dengan kegiatan: 

1. Pengembangan Potensi EBT 

2. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur EBT 

3. Pembinaan dan Pengawasan EBT 

4. Survei Potensi Energi Setempat 

6.6. Program Konservasi Energi dengan kegiatan: 

1. Penghematan Energi dan Air 

2. Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Energi (GRK Sektor Energi) 

6.7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan 

kegiatan: 

1. Penyambungan Listrik Gratis untuk Rumah Tangga Tidak Mampu 

2. Pembinaan dan Pengawasan Perijinan Ketenagalistrikan. 

6.8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 
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3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan  

7. Penyediaan Makanan dan Minuman 

8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 

10. Administrasi / Teknis Perkantoran 

11. Operasional UPTD 

6.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: 

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

4. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 

6.10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

1. Penyusunan Rancangan RKPD dan Musrenbang RKPD 

6.11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan: 

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

6.12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:  

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tahun 

2019 – 2024 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Maluku pada akhir periode masa jabatan yang digambarkan pada Tabel 7.1 Indikator Kinerja 

Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.  



 
 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No. Indikator Kondisi 
Kinerja Pada 

Awal 
Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir 
Periode 
RPJMD 

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Jumlah IUP yang dibina 
(IUP) 

40 5 8 9 9 9 40 

2. Jumlah IUP yang diawasi 
(IUP) 

60 8 12 13 14 13 46 

3. Jumlah PETI yang 
ditertibkan (Lokasi) 

35 4 7 8 8 8 35 

4. Rasio Elektrifikasi (%) 91,10 95 100 100 100 100 100 
5. Jumlah Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) 
0 0 150 157 165 174 182 

6. Jumlah RT Pemakai Listrik 
EBT  

0 0 0 365 375 390 12.337 

7. Porsi EBT dalam Bauran 
Energi Daerah (%) 

       

8. Rasio Penurunan Emisi 
GRK Sektor Energi 

0.0068 0.0068 0.0072 0.0075 0.0079 0.0083 0.0091 

9. Jumlah Peta Potensi 
Geologi (Peta) 

8 6 21 22 23 24 25 

10. Jumlah Peta Potensi Air 
Tanah (Peta) 

2 6 19 20 21 22 23 

11. Jumlah Bantuan Sumur Bor 
(Sumur Bor) 

0 0 0 0 2 3 4 



 
 

 

BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Rancangan awal rencana strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 

yang mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku, yang dilaksanakan sesuai tuga dan fungsi 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.  

  

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 

wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan Renstra ini hendaknya 

senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang 

mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggunjawabkan 

terhadap publik serta dalam rangka menciptakan clean and good governance. 

  

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Maluku setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dan masyaraka termasuk 

dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini 

dengan sebaik-baiknya; 

2. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 

merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan 

dan tahunan.  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level 

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level 

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan 

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan 

yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.  

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku akan dilakukan 

evaluasi/penyempurnaan setiap tahun sesuai perkembangan atau perubahan dan 

dinamika masyarakat dan permasalahan di Provinsi Maluku.  


